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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Parwsata merupakan salah satu 
penyumbang devsa negara terbesar yang 
berasal dar Bal dan merupakan sektor 
pendapatan utama dan andalan negara 
Indonesa.2  Namun apabla parwsata tdak 
dtangan dan djalankan dengan bak maka 
akan berdampak negatf sepert kerusakan 
terhadap nla dar suatu sen dan budaya, 
hancurnya ekosstem serta pelanggaran 
terhadap norma agama, adat stadat, 
kesuslaan dan hak asas manusa pada suatu 
daerah destnas wsata.
Berwsata merupakan hak setap orang 
dan hak asas setap manusa yang telah daku 
oleh hukum nasonal dan juga nternasonal.3 
Namun hak tersebut harus dlakukan untuk 
kegatan postf. Namun belakangan n hak 
berwsata sudah mengganggu eksstens 
hak anak, karena sudah marak terjadnya 
parwsata yang berdampak negatf bag 
tumbuh kemabang anak, yatu parwsata 
seksual anak. Hak anak merupakan salah 
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satu aspek yang harus dperhatkan dalam 
perkembangan parwsata karena dalam 
ndustr parwsata sangat besar potens 
yang dtmbulkan untuk terjadnya kejahatan 
seksual pada anak. Kejahatan seksual 
terhadap anak merupakan masalah global d 
mana anak-anak mengalam berbaga macam 
bentuk kekerasan sepert hukuman terhadap 
fisik, pemaksaan dalam pekerjaan yang 
berbahaya sepert pertambangan, sampah, 
seks komersal dan perdagangan narkoba 
serta terjadnya dskrmnas, perkawnan 
dini, dan pornografi.4
Pengakuan atas eksstens anak 
sebaga subyek hak asas manusa  yang 
memlk art khusus, dapat dlhat dengan 
diratifikasinya Konvensi Hak Anak pada 20 
November 1989 dan juga dalam Kode Etk 
Parwsata. Konvens hak anak memlk 
suatu katan hukum bag setap negara 
yang ikut meratifikasinya. Konvensi hak 
anak juga membentuk suatu komte yang 
dkenal dengan sebutan CRC (Committee 
on the Rights of the Child) yang berfungs 
untuk memontor kemajuan yang dbuat 
oleh negara phak terhadap kewajbannya 
menurut ketentuan yang tercantum dalam 
konvens dan protokol operasonalnya.5 
Dalam kode etk parwsata, eksplotas 
seksual yang dlakukan terhadap anak-anak 
sangat bertentangan dengan tujuan dasar 
dar parwsata. Oleh sebab tu, eksplotas 
seksual terhadap anak harus dlarang sekeras-
kerasnya serta dberkan sanks yang tegas 
dan berat bag para pelaku. Namun sampa 
saat n konds tersebut belum teratas. Hal n 
terlhat dar adanya akses yang memudahkan 
kegatan tu terjad merupakan penyebab 
utamanya. Namun sampa saat n konds 
tersebut belum teratas. Hal n terlhat dar 
adanya akses yang memudahkan kegatan 
tu terjad merupakan penyebab utamanya. 
Parwsata seksual anak merupakan 
salah satu bentuk dar kejahatan seksual 
yang tmbul dar hasl suatu pergeseran 
nla parwsata dan merupakan suatu 
tndak kejahatan seksual pada anak. Para 
pelaku wsatawan seks anak dapat berasal 
dar negara lan yang basa dsebut sebaga 
wsatawan asng serta berasal dar dalam 
neger yang dsebut sebaga wsatawan 
domestk atau orang lokal yang melakukan 
perjalanan wsata d dalam negara mereka 
sendr. 
Permasalahannya adalah dengan 
adanya wsatawan asng maupun domstk 
yang berlbur maupun pada akhrnya 
menetap d suatu daerah yang membawa 
pengaruh negatf yatu menggunakan jasa 
anak sebaga pemuas hasrat seksual yang 
saat n lebh dkenal dengan parwsata seks 
anak karena mayortas menggunakan layanan 
atau akomodas parwsata d daerah wsata. 
Pengaruh tersebut mengakbatkan suatu 
perubahan sosal, dmana bsa mengarah 
pada perubahan yang tdak dkehendak 
sepert contoh pergeseran nla parwsata. 
Pergeseran nla merupakan masalah sosal 
pada zaman modern yang danggap sebaga 
penyakt sosal, dan pada umumnya dkenal 
sebaga penyakt masyarakat.6 Dengan kata 
lan penyakt tersebut merupakan produk 
sampngan, atau merupakan konsekuens 
yang tdak dharapkan dar system soso-
4 Irwanto, 2008, Menentang Pornografi dan Eksploitasi 
Seksual terhadap Anak, ECPAT, Jakarta, hlm.6.  
5 Erca Harper, 2009, International Law and Standard 
Applicable in Natural Disaster Situation, PT. Grasndo, 
Jakarta, hlm. 204.
6 Kartn Kartono, 2005, Patologi Sosial : Jilid 1, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.
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kultural zaman sekarang, dan berfungs 
sebaga gejala sosal tersendr.7 
Resko yang membahayakan masa 
depan anak juga dapat terjad blamana 
anak-anak terlbat ataupun dpaksa untuk 
masuk dalam ndustr seksual. Hal tersebut 
merupakan suatu tndak pelanggaran 
terhadap hak asas anak. 
Keterlbatan anak d dalam bsns seks 
komersal hampr terjad dsemua Negara dan 
belum ada penanganan secara serus dalam 
hal tersebut. Sebelum menndaklanjut dalam 
upaya hukum, maka harus dketahu terlebh 
dahulu akar permasalahannya yatu faktor 
yang mempengaruh anak terlbat dalam 
parwsata seks tersebut. Berdasarkan hal 
tersebut, peneltan yang dlakukan adalah 
peneltan yang berkatan dengan ” Parwsata 
Seksual Anak : Upaya Perlndungan Anak 
Berkatan Dengan Sex Child Tourism”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah faktor penyebab teradnya 
parwsata seksual anak?
2. Bagamana upaya menngkatkan 
perlndungan hukum terhadap 
anak terhadap dampak negatf dar 
perkembangan parwsata ?
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum
Untuk mengembangkan pengetahuan 
dbdang perlndungan anak dar bahaya 
kejahatan seksual khususnya parwsata 
seksual anak yang 
2. Tujuan Khusus
Untuk menganalss dar pada faktor 
penyebab terjadnya parwsata seksual 
anak serta perlndungan hukum terhadap 
anak yang menjad korban dar parwssata 
seksual anak.
II.  Metode Penelitian
Metode peneltan yang dlakukan 
adalah metode hukum normatf. Metode 
hukum normatf dsebut juga sebaga 
peneltan hukum teorts/ doktrnal dengan 
fokus kajan yang terletak pada nventarsas 
hukum postf, asas-asas dan doktrn hukum, 
penemuan hukum dalam perkara in concreto, 
sstematk hukum, taraf snkronsas hukum, 
perbandngan hukum, dan sejarah hukum.8 
Peneltan hukum normatf n akan mengkaj 
dan menganalss mengena faktor penyebab 
terjadnya parwsata seksual anak dan 
bentuk perlndungan hukum yang dberkan 
oleh negara pada anak yang menjad korban. 
Jens pendekatan yang dgunakan dalam 
peneltan n adalah pendekatan perundang-
undangan, serta pendekatan konsep dengan 
menggunakan teknk analss bahan hukum 
berupa teknk analss deskrptf yang 
bertujuan untuk membahas permasalahan 
sebagamana sebelumnya telah durakan.
III. HASIL DANPEMBAHASAN
3.1 Faktor penyebab teradinya 
pariwisata seksual anak di daerah 
pariwisata Bali
Berkut n ada beberapa faktor yang 
menjad pendorong pendukung utama dalam 
hal terjadnya parwsata seks anak n, antara 
lan:9
8 Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian 
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.81-99.
9 John Paul Mank,  2011, Peran United Nations World 
Tourism Organization (Unwto) Dalam Program 
Pemberantasan Eksploitasi Seksual Anak Dalam 
Industry Pariwisata Di Brazil Tahun 2006-2012, 
Universitas Riau, Sumatera Utara, hlm.4.7 Ibid.
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3.1.1 Faktor Eksternal
Dkatakan sebaga faktor utama 
terhadap terjadnya penyebab terjadnya 
parwsata seks anak yang berawal dar 
adanya permntaan dar wsatawan bak 
asng maupun lokal  yang dakbatkan dar 
banyaknya promos yang dlakukan oleh 
para penyeda jasa prosttus atau prostitution 
supplier. Penyeda jasa prosttus tersebut 
basanya menawarkan atau mengajak 
korban dengan cara memberkan bujukan 
dengan cara yang bergammula memberkan 
pekerjaan dan uang dalam waktu yang 
sngkat, serta bujukan lannya kepada 
anak-anak agar mau terjun ke dalam duna 
prosttus. D sampng tu dapat juga 
dlakukan dengan modus penpuan berkedok 
penyalur atau agen tenaga kerja dengan 
member harapan atau janj mendapatkan 
pekerjaan yang lebh bak.10 Berbaga macam 
promos yang dlakukan para jasa penyalur 
prosttus tersebut  mengatakan bahwa anak-
anak yang terlbat dalam hal n lebh aman 
dar jangktan penyakt menular seksual 
dkarenakan pengalaman anak-anak tersebut 
tdak sebandng dengan orang dewasa yang 
terlbat d duna prosttus. Wsatawan 
akan lebh tertark dar adanya promos n 
dengan memllh anak-anak darpada orang-
orang dewasa dkarenakan alasan keamanan 
kesehatan serta menjadkan sebuah trend 
baru d duna prosttus terhadap adanya 
parwsata seksual anak. Pemasaran prosttus 
n dtunjang pula dengan perkembangan 
teknolog yatu melau fasltas nternet 
atau online dmana pemasok jasa prosttus 
anak dapat memasang nformas sehngga 
memudahkan pelaku seks dalam hal 
transaks.11 Trend dapat merubah gaya hdup 
yang sangat mempengaruh perubahan sosal 
sepert dengan adanya parwsata seksual 
anak n yang pada nantnya akan menark 
banyak mnat para wsatawan seksual anak.
3.1.2 Faktor Internal
Faktor nternal dapat dkatakan 
sebaga faktor sekunder terhadap terjadnya 
parwsata seks anak karena faktor n ada 
dsebabkan adanya factor utama atau prmer 
yatu adanya permntaan dar wsatawan. 
Permasalahan ekonom merupakan masalah 
yang mengakbatkan anak yang menjad 
korban parwsata seksual dkarenakan tdak 
terpenuhnya kebutuhannya secara keuangan 
atau finansial. Kebutuhan primer yang 
belum terpenuh tersebut sepert kurangnya 
perhatan terhadap penddkan yang 
mengakbatkan anak-rendahnya kemampuan 
ntelektual sehngga dengan mudah masuk 
dan terjerumus dalam duna prosttus 
yang domnan menjanjkan terpenuhnya 
kebutuhan finansial bagi anak-anak tersebut 
sepert kengnan dalam hal kepemlkan suatu 
barang mewah sehngga mereka memlk 
pemkran untuk menghaslkan uang dengan 
cara yang cukup sngkat dan juga dengan 
mudah. Permasalahan selanjutnya adalah 
dalam lngkungan keluarga (permasalahan 
keluarga) yang berakbat kurangnya 
perhatanyang dberkan kepada anak dar 
orangtuanya. Prosttus dapat dkatakan 
sebaga sebuah jarngan yang ddukung oleh 
berbaga macam teknolog oleh sebab tu 
akan dengan cepat bergerak dan membuat 
pengaruh negatve pada setap anak yang 
telah terjerumus d dalamnya. 
10 Vctor Malarek, 2008,  Menyibak Perdagangan Seks 
Dunia,  Seramb Ilmu Semesta, Jakarta, hlm.27.
11 Jm Walter and Patrca H. Davs, 2011, Human 
Trafficking, Sex Tourism, and Child Exploitation on 
the Southern Border, Southern Methodst Unversty, 
hlm.11.
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Namun faktor yang palng domnan 
yang saat n djumpa adalah faktor 
ekonom yang penyebab utamanya adalah 
kemsknan. Berdasarkan hasl wawancara 
dengan Kompol Putu Narash, selan 
faktor kemsknan ada faktor lannya yang 
mendukung tmbulnya eksplotas seksual 
pada anak yatu kengnan dar anak sendr 
dkarena tuntutan perkembangan zaman. 
Maksud darpada tuntuan perkembangan 
zaman adalah dapat dlhat dar gaya hdup 
modern yang lebh cenderung hedons 
yang pada saat n dalam oleh anak-anak. 
Pemenuhan kebutuhan hdup yang sangat 
terbatas mendorong anak tersebut melakukan 
berbaga macam cara agar dapat mengkut 
perkembangan zaman yang sarat akan unsur 
modern dan cenderung hedons, karena 
orang tua yang berpengahslan mnm, 
menyebabkan anak-anak tersebut mencar 
jalan pntas yang negatf yatu dengan 
menjual drnya ke lak-lak hdung belang.
Berdasarkan hasl wawancara dar 
seorang anak yang berusa 18 Tahun 
dan bekerja pada salah satu Spa yang 
menyedakan sensas seksual dengan nama 
yang dsamarkan, sebut saja Moza. memlk 
pekerjaan sebaga teraps dar sebuah Spa 
sensas merupakan suatu hal yang belum 
pernah dbayangkan olehnya, dan yang 
melatarbelakang anak tersebut bekerja adalah 
karena ajakan seorang teman dan juga hanya 
sebatas mengkutnyadan baru djalankan 
selama 1 bulan belakangan. Teman yang 
mengajak anak tersebut merupakan seorang 
muckar dar Spa tempatnya bekerja, sebut 
saja Jeje. Menyenangkan hat orang tua 
merupakan salah satu  tujuan Moza bekerja 
agar menghaslkan uang. D ss lan, orang 
tua Moza tdak mengetahu pekerjaan sepert 
apa yang dgelut oleh anaknya. Berdasarkan 
hasl wawancara dar muckar Spa tu, 
mengena zn yang dajukan Spa tersebut 
adalah ddaftarkan sebaga Salon. Hal n 
dkarenakan apabla ddafatarkan dengan 
konds Spa yang djalankan adalah Spa 
yang menawarkan sensas maka tdak akan 
dznkan untuk beroperas karena sudah 
jelas melanggar uandang-undang.
3.2 Upaya meningkatkan perlindungan 
hukum terhadap anak dari 
perkembangan pariwisata di Bali
Para penegak hukum sudah seharusnya 
memberkan perhatan yang lebh untuk 
perlndungan hukum bag masyarakat. 
Berdasarkan undang-undang perlndungan 
anak No. 35 Tahun 2014 kewajban 
memberkan perlndungan kepada anak 
ddasarkan pada asas non-dkrmnas, asas 
kepentngan yang terbak untuk anak, asas 
hak untuk hdup, kelangsungan hdup, dan 
perkembangan, serta asas penghargaan 
terhadap pandangan atau pendapat anak.12 
penegakan hukum sebaga upaya perlndungan 
terhadap anak dalam hal tertentu juga 
dapat dlakukan oleh phak swasta ataupun 
masyarakat guna mewujudkan de ataupun 
konsep dan juga kadah hukum, bak tertuls 
maupun tdak yang bersfat normatf yang 
terwujud dalam fakta maupun kasus dalam 
kehdupan masyarakat.13
3.2.1 Upaya Perlindungan Hukum 
Preventif
Phlpus Hadjon memberkan 
konsep tentang teor perlndungan hukum 
12 Rka Saraswat, 2009, Hukum Perlindungan Anak Di 
Indonesia, Ctra Adtya Bakt, Bandung, hlm.25-26. 
13 Munr Fuady, 2007,  Sosiologi Hukum Kontemporer, 
Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, PT. 
Ctra Adtya Bakt, Bandung, hlm.107.
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yakn, perlndungan hukum preventf dan 
perlndungan hukum represf. Maka dar 
tu upaya yang dlakukan dalam mencegah 
terjadnya eksplotas seksual yang berupap 
arwsata seks terhadap anak adalah berupa:
1. Pengaturan dalam sudut pandang 
normatf yatu berupa Peraturan 
Perundang-Undangan,
 Pemberan sanks yang berat terhadap 
pelaku merupakan hal yang harus 
dperhatkan dalam sudut pandang 
perundang-undangan. Dalam 
pemberan sanks yang berat tersebut 
harus dperhatkan juga pada motf 
pelaku, tujuan pelaku melakukan 
tndak pdana, cara pelaku melakukan 
tndak pdana dan motf korban.
2. Memaksmalkan Knerja Lembaga 
Perlndungan Anak
Lembaga n perlu ddukung setdaknya 
oleh pekerja sosal, pskolog, ahl hukum 
dan dokter dengan maksud agar lembaga 
n dapat mencapa tujuan yang dngnkan 
dengan bak. 
3.2.2 Upaya Perlindungan Hukum 
Represif
Dlakukan dengan pemberan 
resttus serta kompensas dengan tujuan 
pengembalan kerugan yang dalam oleh 
korban baik fisik ataupun psikis. Selain itu 
dapat juga dengan dadakannya rehabltas 
dan juga pelayanan meds terhadap korban.
Selan upaya hukum d atas, selaku 
Kant I Subdt IV N Nyoman Sukern 
memaparkan mengena upaya yang dlakukan 
polr untuk melndung anak dar eksplotas 
seksual, antara lan:
1. Membangun unt pelayanan perempuan 
anak  (uppa) yang akan menangan 
kasus  yangg menmpa anak, merujuk 
ke  Rumah Sakt, Shelter, Pskolog  d 
seluruh kepolsan ndonesa (Mabes 
Polr-Polres)
2. Menngkatkan kemampuan personl 
Polr (khususnya polwan dan polr yang 
darahkan untuk menangan hal-hal 
yang terkat  perempuan  dan anak yang 
senstf gender dengan menggunakan 
fasltas ruang pelayanan khusus)
3. Menngkatkan kerjasama dan 
koordnas dengan nstans terkat dan 
lembaga swadaya masyarakat terkat 
4. Melakukan  sosalsas  bekerjasama 
dengan  nsan pers bak melalu  meda 
cetak dan elektronk
5. Kerjasama dengan  kepolsan asng 
melalu Interpol dan SLO yang ada d 
ndonesa. 
Peraturan hukum mengena 
perlndungan anak pada awal mulanya sudah 
datur melalu Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002, namun karena d dalamnya tdak 
tercantum cukup kuat mengena kepentngan 
pelaku, maka drevs dengan peraturan baru 
yatu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. 
Dsn saatnya para penegak hukum untuk 
lebh memperhatkan mplementas dar 
undang-undang n. 
Selan upaya yang telah dlakuakan 
oleh negara yang masuk ke dalam nstrument 
nasonal, organsas nternasonal juga 
memlk peranan yang pentng dalam 
melakukan upaya perlndungan. Organsas 
Internasonal merupakan pola kerjasama 
yang melntas batas-batas negara, yang 
ddasar struktur organsas yang jelas dan 
lengkap serta dharapkan atau dproyekskan 
untuk berlangsung serta melaksanakan 
fungsnya secara berkesnambungan dan 
melembaga guna mengusahakan tercapanya 
tujuan-tujuan yang dperlukan serta 
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dsepakat bersama, bak antara pemerntah 
dengan pemerntah maupun antara sesama 
kelompok non-pemerntah pada negara yang 
berbeda.14 Oleh karena tu, peranan darpada 
organsas nternatsoal adalah:
1. Sebaga tempat menggalang suatu 
kerjasama dan untuk mencegah serta 
dalam hal pengurangan ntenstas 
daripada suatu konflik.
2.  Sebaga wadah untuk bermusyawarah 
serta menghaslkan keputusan yang 
menguntungkan bagkepentngan 
bersama. 
3. Sebaga lembaga ndpenden dalam 
hal pelaksanaan suatu kegatan sosal 
kemasyarakatan.
IV.  SIMPULAN & SARAN
4.1 Simpulan
1. Faktor domnan yang menjad latar 
belakang dar tmbulya parwsata 
seksual anak terdr dar faktor 
ekstern dan ntern. Faktor ekstern 
adalah perkembangan zaman untuk 
mengkut lifestyle dan juga memenuh 
kebutuhan terser. Faktor ntern adalah 
permasalahan utamanya yatu faktor 
perekonoman keluarga.
2. Upaya-upaya perlndungan terhadap 
hak anak mash harus terus drancang 
dan harus ada penguatan brokras d 
Indonesa sehngga nasb anak-anak 
bsa lebh terlndung. Upaya tersebut 
harus lebh mengupayakan agar hak 
anak lebh dlndung agar tdak terjad 
penngkatan tndak pdana eksplotas 
seksual anak, apabla sudah terjad 
maka perlndungan anak sebaga 
korban harus lebh dperhatkan 
hingga anak tersebut dapat beraktifitas 
normal kembal sepert upaya terhadap 
pengawasan terhadap anak-anak, 
upaya pencegahan agar anak terhndar 
dar bahaya eksplotas seksual, upaya 
perawatan apabla anak sudah menjad 
korban, dan upaya rehabltas.
4.2 Saran
1. Pemerntah bersama dengan para 
penegak hukum  harus melakukan 
realsas secara bersungguh-sungguh 
dan melakukan penegakan brokras 
atas peraturan-peraturan yang telah 
ada serta membuat undang-undang 
dan perjanjan baru jka perlu yang 
lebh tegas dan mengkat. Hal tersebut 
dapat dlakukan dengan pembenahan 
dar seg fasltas yang ada untuk 
menaung perlndungan hak terhadap 
anak maupun pembenahan dar 
penegakan hukum dar ss kualtas 
dan kuanttasnya
2. Pengawasan yang lebh dperketat 
terhadap tempat yang terndkas 
beresko tngg terjadnya eksplotas 
seksual anak serta memperketat 
kekuatan hukum d daerah yang 
wsatanya sedang berkembang, 
Pemerntah bersama para penegak 
hukum harus lebh gencar dalam hal 
edukas melalu sosalsas kepada 
anak, remaja dan orang tua tentang 
bahaya dar eksplotas seksual karena 
semakn banyak yang mengetahu 
maka akan lebh gampang untuk upaya 
pencegahan.
14 Teuku May Rudy, 2009,  Administrasi & Organisasi 
Internasional, Refika Aditama, Bandung, hlm.3.
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